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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan oleh Penulis dalam penulisan

hukum yang berjudul “PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA” sebagai penutup dari penulisan hukum ini maka Penulis akan

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Unsur kesalahan merupakan suatu unsur yang penting di dalam Hukum Pidana,
sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut
terdapat suatu kesalahan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan. Hal tersebut
didukung dengan adanya asas culpabilitas yang mengatakan bahwa seseorang tidak
dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak memiliki kesalahan di dalam sikap
batinnya. P.A.F. Lamintang juga mengatakan bahwa suatu rumusan pasal harus
mengandung unsur subjektif dan unsur objektif agar dapat dikatakan sebagai tindak
pidana, sehingga apabila suatu pasal tidak memiliki usnur kesalahan yang terkandung
di dalam unsur subjektif, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
tindak pidana. Dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang KUHP yang akan berlaku mulai 2025, mengatakan bahwa suatu
perbuatan tindak pidana dianggap sebagai perbuatan sengaja, namun unsur kesalahan
tersebut harus ada dan harus dapat dibuktikan. Sehingga seorang Penuntut Umum
wajib membuktikan unsur kesalahan yang merupakan unsur tidak tertulis di dalam
suatu rumusan pasal, karena hal tersebut menjadi dasar seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu hal yang diberikan apabila seseorang melanggar atau
melakukan sesuatu yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan,namun
sanksi tersebut tidak dapat diberikan begitu saja. Dengan adanya asas culpabilitas
mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan di dalam dirinya, maka

orang tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana. Dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2)
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KUHP juga mengatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana apabila memiliki kesalahan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan.
Sehingga seseorang yang tidak memiliki kesalahan di dalam tindak pidana yang
dilakukan oleh perantara dalam jual-beli narkotika tidak dapat dikenakan sanksi,
karena dasar dari seseorang dapat dikenakan sanksi adalah terbukti adanya suatu
kesalahan yang ada di dalam dirinya. Seseorang yang dinyatakan melakukan tindak
pidana saja harus dibuktikan lagi kesalahannya, seharusnya orang yang tidak
memiliki kesalahan wajib dilepaskan dari semua tuntutan yang diberikan kepadanya
karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

1.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan penulisan hukum ini maka
Penulis memiliki saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Penuntut Umum atau Jaksa sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan
tuntutan dan membuktikan tuntutan tersebut, bahwa Penulis menyarankan apabila di
dalam suatu tindak pidana, unsur kesalahan wajib dibuktikan meskipun unsur
kesalahan tidak dirumuskan ke dalam suatu rumusan pasal. Unsur kesalahan
merupakan dasar dari seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai
dengan asas culpabilitas dan Pasal36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomorl Tahun
2023 tentang KUHP, sehingga dengan tidak dibuktikannya unsur kesalahan tersebut
maka tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan akan terjadi
kerancuan antara praktik dengan teori yang ada.

2. Kepada Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara dan
memberikan sanksi, bahwa Penulis menyarankan bahwa dengan adnaya asas
culpabilitas dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) KUHP seharusnya seseorang yang tidak
memiliki kesalahan wajib dilepaskan. Apabila seseorang yang tidak memiliki
kesalahan dan tidak dapat dibuktikan namun diberikan sanksi, maka akan terjadi

kerancuan yang menyebabkan putusan
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